2

[image: image1.jpg]ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
KEPEMILIKAN NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS SABU
(STUDI KASUS POLRES LANGKAT)

SUKRIADI
NPM. 245114250

ABSTRAK

Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana khusus yang memiliki
karakter pembuktian yang kompleks, terutama dalam membuktikan unsur
memiliki dan menguasai narkotika. Unsur memiliki dan menguasai tidak selalu
harus dibuktikan melalui kepemilikan formal atau barang bukti yang melekat pada
tubuh tersangka, tetapi dapat dibuktikan melalui hubungan faktual antara
tersangka dengan narkotika, seperti pengakuan, penguasaan fisik, kronologi
perolehan, lokasi penemuan barang bukti, serta kesesuaian antara keterangan saksi
dan keterangan tersangka.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai
unsur memiliki dan menguasai narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika, pertanggungjawaban pidana terhadap unsur
memiliki dan menguasai narkotika dalam perspektif hukum pidana, serta
penerapan pembuktian unsur memiliki dan menguasai narkotika dalam proses
penyidikan di Polres Langkat.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
hukum empiris dengan pendekatan studi kasus. Sumber data terdiri atas data
primer yang diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Satres Narkoba Polres
Langkat dan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan,
Berita Acara Pemeriksaan, resume perkara, literatur hukum, serta dokumen
hukum lain yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi
lapangan, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif.Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pengaturan unsur memiliki dan menguasai
narkotika terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika, yang mengatur setiap orang yang tanpa hak atau
melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika
Golongan 1 bukan tanaman. Unsur memiliki menekankan adanya hubungan
kepunyaan atau pengakuan terhadap narkotika, sedangkan unsur menguasai
menekankan adanya kemampuan faktual untuk mengendalikan atau
memperlakukan narkotika.

Pertanggungjawaban pidana terhadap M. Syafi’i dibangun dari adanya
penguasaan faktual, pengakuan kepemilikan bersama, ketiadaan izin yang sah,
serta tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Pembuktian di Polres
Langkat diterapkan melalui hubungan antara informasi masyarakat, pengintaian,
penangkapan, penemuan barang bukti, keterangan saksi, keterangan tersangka,
serta analisis yuridis terhadap Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika.
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ABSTRACT

Narcotics offenses constitute special criminal offenses characterized by
complex evidentiary issues, particularly in proving the elements of possessing and
controlling narcotics. The elements of possessing and controlling narcotics do not
necessarily have to be established through formal ownership or by evidence found
on the suspect’s person; rather, they may be proven through a factual connection
between the suspect and the narcotics, such as an admission, physical control, the
chronology of acquisition, the location where the evidence was found, and the
consistency between witness testimony and the suspect’s statement.

The objective of this research was to analyze the legal regulation of the
elements of possessing and controlling narcotics under Law Number 35 of 2009
concerning Narcotics, criminal liability in relation to the elements of possessing
and controlling narcotics from the perspective of criminal law, and the
application of evidentiary standards for those elements during the investigation
process at Langkat Resort Police. This research employs an empirical legal
research method with a case-study approach. The data sources consist of primary
data obtained through interviews with investigators of the Narcotics Criminal
Investigation Unit of Langkat Resort Police and secondary data obtained from
laws and regulations, investigation reports, case summaries, legal literature, and
other relevant legal documents.

Data were collected through literature review and field research, while
the data were analyzed using a descriptive qualitative method. The findings show
that the elements of possessing and controlling narcotics are regulated under
Article 112 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics,
which applies to any person who, without right or unlawfully, possesses, stores,
controls, or provides Category I narcotics in non-plant form. The element of
possession emphasizes the existence of an ownership relationship or an
acknowledgment of ownership of the narcotics, whereas the element of control
emphasizes the factual ability to exercise control over or otherwise deal with the
narcotics.

The criminal liability of M. Syafi’i is established on the basis of factual
control, an admission of joint ownership, the absence of lawful authorization, and
the absence of any justification or excuse. At Langkat Resort Police, proof of
these elements is established through the interrelationship among information
recei om the public, surveillance, arrest, the discovery of physical evidence,
mw» the suspect’s statement, and a juridical analysis of Article 112
paragraph (1)) Q f the Narcotics Law.
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